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ABSTRAK 
RIANY FEBRIANTI PUTRI (B111 13 101), “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Memberikan Kesempatan Perjudian Kepada 
Umum (Studi Kasus Putusan No. 1125/Pid.B/2016/PN.MKS)”. Dibawah 
bimbingan Bapak Slamet Sampoerno sebagai Pembimbing I dan Ibu Nur 
Azisa sebagai PembimbingII. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap tindak pidana Pidana Memberikan Kesempatan Perjudian 
Kepada Umum dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan perkara nomor : 1125/Pid.B/2016/PN.MKS 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar.Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, kemudian data yang 
diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil 
yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan yang ada dalam skirpsi 
ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi pidana 
oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana Pidana Memberikan Kesempatan 
Perjudian Kepada Umum sudah sesuai dengan penerapan sanksi dalam 
putusan pekara Nomor : 1125/Pid.B/2016/PN.MKS dalam Pasal 303 ayat (1) 
ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 
KUHP sudah menjealaskan unsur tindak pidana perjudian dan sanksi yang 
diberikan yaitu dengan pidana penjara 2(dua) bulan 23 (dua puluh tiga) hari 
sesuai dengan pidana materiil mengingat system pemidanaan dalam KUHP 
menggunakan pidana maksimal. (II) Pertimbangan Hukum Hakim dalam 
menerapkan ketentuan pidana terhadap para pelaku tindak pidana perjudian 
dalam perkara nomor : 1125/Pid.B/2016/PN.MKS oleh Majelis Hakim 
dipidana penjara 2 (dua) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari karena telah 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian pada Pasal 303 ayat (1) 
ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 
KUHP. berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 5 (lima) bulan pidana 
penjara karena bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 KUHP. Seharusnya para 
terdakwa mendapatkan hukuman sesuai yang diatur dalam pasal tersebut 
tetapi karena berbagai pertimbangan hukum oleh Hakim lebih memberikan 
kesempatan terhadap para terdakwa untuk bisa memperbaiki diri agar 
kiranya para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat melanggar 
hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan 
dengan tegas dalam penjelasan UUD RI 1945 bahwa “ Negara Republik 
Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtstaat)”, tidak berdasar atas 
kekuasaan belaka (machtstaat). Hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi -sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Oleh karena itu, salah satu cirri utama dari suatu negara 
hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan 
yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar perturan-peraturan hukum. 
Dalam artian bahwa, sebuah negara dengan konsep sengara hukum 
selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan 
atas Undang-Undang yang berlaku untuk mencipatakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian dalam Pancasila dan UUD 1945. 
 Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni, perilaku manusia di dalam kehidupa bermasyarakat dan bernegra 
ajustru semakin kompleks dan multikompleks. Perilaku demikian apabila 
ditinjau dari segi hukum terntunya ada perilaku yang data dikategorikan 
sesuai dengan norma dan adab perilaku yang tidak sesuai dengan norma. 
Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, 
tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan 
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norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan 
merugikan masyarakat. 
 Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai 
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata 
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan 
manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat 
dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu 
kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala social 
yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan 
negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kajahatan hanya dapat 
dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. 
 Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang 
untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. 
Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, 
penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung 
pada manusia yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang 
disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh 
orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan 
oleh semua golongan masih sering menilbulkan perbedaan pendapat 
mengenai berat ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku 
kejahatan.Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam 
setiap Undang-Undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. 
Salah satunya adalah perjudian. 
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 Perjudian telah ada sejak abad 1500 SM pada kerajaan-kerajaan di 
Tiongkok dan Mesir. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan  benda-
benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading 
gajah yang ditemukan di daerah Thebes dan di dalam prasasti bentuk 
piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di atas meja 
antik. Sementara di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang 
baru bagi masyarakat, sebab perjudian ini dikenal sejak jaman kerajaan-
kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan 
berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan 
taruhan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. 
 Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan 
dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. 
Perjudian ini dalam hukum pidana dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan 
terhadap kesopanan. 
 Maraknya perjudian tidak lepas dari moral manusia atau orang-
orang itu sendiri. Mereka yang melakukan judi ini ada beberapa faktor 
yang menjadi latar belakangnya. Pertama, faktor social dan ekonomi, 
dimana masyrakat dengan status social dan ekonomi  yang rendah, 
seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk 
meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, faktor situasional dimana ada 
situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, salah 
satunya yaitu ada tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan 
untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang 
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dilakukan oleh pengelola perjudian. Ketiga, persepsi tentang probabilitas 
kemengangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku 
dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan 
diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Keempat, faktor persepsi 
terhadap keterampilan dimana penjudi yang merasa dirinya sangat 
terampil dalam salah satu atau beberapa jenis judi.akan cenderung 
menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi 
adalah karena kemahiran yang dimilikinya. Mereka menilai keterampilan 
yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai 
situasi untuk mencapai kemenangan (illusion of control). 
 Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang 
ini masih marak di tengah masyarakat adalah judi sabung ayam. Sabung 
ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktifitas perjudian dengan melibatkan 
ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau 
pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana 
perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang 
menang mendapat uang taruhan itu. 
 Dampak perjudian sabung ayam itu sangatlah merugikan sekali 
bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu 
mengakibatkan, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi 
terganggu dan begitu pula perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-
anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana 
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perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya dan akan 
menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan. 
 Menurut perspektif hukum sendiri, tinndak pidana perjudian ini 
sendiri sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita 
yaitu diatur dalam KUHP pasas 303 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 
1974 tentang penetiban perjudian : 
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh 
tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima Juta 
Rupiah, barang siapa dengan tidak berhak : 
a. Dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan 
berjudi sebagai mata pecahariannya, atau dengan 
sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. 
b. Dengan sengaja mengadakan member kesempatan 
berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur 
dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau 
tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai 
kesempatan itu. 
c. Turut main judi sebagai mata pencaharian. 
(2) Jika yang bersakah melakukan kejahatan itu dalam 
pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan 
itu. 
(3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya 
akan menang pada umumnya tergantung pada untung-
untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar 
karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi 
mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan 
perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh 
mereka yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala 
pertaruhan lain. 
Walaupun judi itu dilarang dan diancam dengan hukuman, masih 
saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia 
mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain 
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tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab 
misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai 
penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga 
mempunyai pekerjaantetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan 
tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi 
menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tau 
resikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. 
Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis 
diatas, maka penulis akan mengkaji perjudian tersebut dalam sebuah 
karya ilmiah yang dalam hal ini adalah skripsi hukum yang berjudul “ 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Kesempatan 
Perjudian Kepada Umum (Studi Kasus Putusan No. 
1125/Pid.B/2016/PN.MKS) “ 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum 
berdasarkan Putusan No.1125/Pib.B/2016/PN.MKS? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum 
berdasarkan Putusan No,1125/Pid.B/2016/PN.MKS? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana memberikan kesempatan 
perjudian kepada umum berdasarkan Putusan 
No.1125/Pid.B/2016/PN,MKS. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana 
khusunya mengenai tindak pidana “Memberikan Kesempatan 
Perjudian Kepada Umum” 
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan 
referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan 
pada khusunya bagi penulis sendiri dalam menambah 
pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu 
bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan 
penegakan hukum di Indonesia khusunya dalam menangani kasus 
tindak pidana “Memberikan Kesempatan Perjudian Kepada 
Umum”. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan 
Delictum atau Delicta yaitu Delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal 
dengan istilah Strafbaarfeit. Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa 
Belanda itu berarti “ sebagian dari suatu kenyataan ” atau een gedeelte 
van de werkelijkheid, sedang strafbaar  berarti “ dapat dihukum “. 
Sehingga secara harfiah starfbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagian 
dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak 
tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu 
sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, 
perbuatan atau tindakan.1Strafbaarfeit dalam artian sempit dapat diartikan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. 
Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. 
Ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata feit  
diterjemahkan dengan tindak,peristiwa pelanggaran, dan perbuatan. 
                                                          
1 P.A.F. Lamintang-Fransiscus  T. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2014, hlmn.179. 
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Secara literlijk, kata “straf”  artinya pidana, “baar”  artinya dapat atau 
boleh, dan “feit”  adalah perbuatan.2 
Berikut ini adalah kumpulan pengertian tindak pidana atau 
stafbaarfeit menurut para ahli : 
Achmad Ali mengemukakan bahwa suatu tindak pidana “delik 
adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar 
hukum ataupun undangundang degan tidak membedakan apakah 
pelangggara itu dibidang hukum privat ataupun hukum public, termasuk 
hukum pidana.“ 3 
Moeljatno dalam memberikan definisi tentang strafbaarfeit, 
menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan perngetian 
perbuatan pidana sebagai “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi 
yang melanggar larangan tersebut. “ 4 
Moeljatno mengatakan bahwa : 
“ Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” 
tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya 
menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah 
kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmai seseorang, lebih 
dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak, dan belakangan 
dipakai “ditindak” oleh karena itu tidak sebagi kata tidak begitu dikenal, 
maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik 
                                                          
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1 (Stelel,Pidana,Tindak pidana,Teori-teori,Pemidanaan 
& Batas berlakunya hukum pidana), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,  hlmn. 69 
3 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum ( suatu kajian filosofis dan sosiologis ), PT Toko Gunung 
Agung Tbk, Jakarta, 2002,  hlmn. 251 
4 Chazawi Op.cit, hlmn.71 
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dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir 
dipakai kata “perbuatan”. 
Namun penulis lebih memilih istilah “tindak pidana”. Meskipun kata 
“tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan 
pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan 
perbuatan konkrit sebagaimana halnya tindak hanya bahwa tindak adalah 
kelakuan, tingkah laku, gerak-geraik atau sikap jasmani seseorang, maka 
kata tindak lebih khusus maknanya dibandingkan dengan kata perbuatan 
ataupun kata lain yang mempunyai makna yang sama.. 
Menurut Professor Pompe, perkataan strafbaarfeit itu secara teoritis 
dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma ( gangguang 
terhadap terti hukum ) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang 
dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum”.5 
Menurut Hazewinkel-Suringa mereka telah membuat suatu 
rumusan yang bersifat umum dari strafbaarfeit sebagai “suatu perilaku 
manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu 
pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
                                                          
5 Evi Hartianti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlmn. 6 
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ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan saran-saran yang 
bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.6 
Adapun rumusan lain tentang strafbaarfeit, menurut Profesor 
Simonsstrafbaarfeit sebagai “ suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum “. 7 
Alasan dari Simons apa sebabnya strafbaarfeit itu harus 
dirumuskan seperti diatas adalah karena :  
1) Untuk adanya suatu strafbaarfeit itu di isyaratkan bahwa disitu 
harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan 
oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum; 
2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum , maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap strafbaarfeit 
sebagai pelanggaran terhadap larangan  atau kewajiban 
menurut undng-undangn itu, pada hakikatnya merpakan suatu 
                                                          
6 P.A.F. Lamintang-Fransiscus  T. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2014, hlmn.180 
7Ibid, hlmn. 183 
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tindakan melawan hukum atau merupakan suatu 
onrechtmatigehandeling. 8 
Menurut E Utrecht, pengertian tindak pidana dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu 
perbuatan (handelen atau  doenpositif) atau suatu melalaikan (natalen-
negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan 
atau melalaikan itu).9 
Professor Van Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak 
dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. 
Menurut beliau, perkataan starbaar itu berarti 
voorstrafinaanmerkingkomend atau trafverdienend yang juga mempunyai 
arti sebagai “panntas untuk dihukum”, sehingga perkataan strafbaarfeit  
seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan 
sebagai suatu “tindakan karena telah melakukan semacam itu membuat 
seorang menjadi dapat dihukum” atau suatu feit terzake van hetwelk een 
person strafbaar is.10 
Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh 
beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi 
                                                          
8 P.A.F. Lamintang-Fransiscus  T. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2014, hlmn, 184. 
9 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlmn, 182. 
10Ibid, hlmn. 182 
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perngetian strafbaarfeit dimana terdapat 3 (tiga) istilah perbuatan pidana 
yang perlu diperhatikan : 
1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan diacam pidana. 
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan 
ancamn pidana (yang ditujukan kepada orangnya), ada 
hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa 
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar 
larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada 
hubungan erat pula. 
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang serta itulah, maka 
lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian 
abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret yaitu 
pertama, adanya kajian tertentu (perbuatan); dan kedua adanya 
yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.11 
Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya 
adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan  
undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.12 
Beliau berpendapat sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan 
mengenai hukum positif, yakni semata mata dengan menggunakan 
                                                          
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1 (Stelel,Pidana,Tindak pidana,Teori-teori,Pemidanaan 
& Batas berlakunya hukum pidana), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,  hlmn. 71 
12 Ibid, hlmn.72 
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pendapat secara teoritis. Perbedaan antara hukum positif dengan teori 
adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah tidak 
seorangpun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar 
hukum dan telah dilakukan dalam bentuk schuld, yakni dengan sengaja 
atau tidak dengan sengaja. Adapaun hukum kita yang menganal adanya 
schuld  tanpa adanya wederrechtelijk heid. 
Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 
melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik ( 
an objective of penol provision ), namun hal tersebut belum memenuhi 
syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya 
syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan 
atau bersalah (subjective built). Disini berlaku “tiada pidana tanpa 
kesalahan” (keine strafe ohne schud atau geen straf zonder schuld atau 
nulla poena sine culpa). Culpa disini dalam arti luas, meliputi juga 
kesengajaan.13 
Di Indonesia sendiri kata tindak pidana telah banyak digunakan 
sebagai undang-undang yang telah dikodifikasi begitu juga banyak para 
pakar hukum yang menggunakannya. Berdasarkan berbagai rumusan 
yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum diatas tentang tindak 
pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu 
                                                          
13 Evi Hartianti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlmn. 6 
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perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat 
dipidana. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam menjabarkan suatu rumusan tindak pidana ke dalam unsur-
unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan dan tindakan manusia, 
dengan tindakan tersebut seorang telah melakukan suatu tindakan yang 
terlarang oleh undang-undang.  
Jika diteliti peraturan undang-undang di Indonesia seperti KUHP 
tidak ditemukan pengeertian tentang tindak pidana, melainkan tiap-tiap 
pasal dalam undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur 
tindak pidana yang berbeda bahkan ada yang menyabutnya sebagai 
kualifikasi tindak pidana. 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis, dan (2) dari sudut 
undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hkum, 
yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-
undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-
undangan yang ada. 
Menurut Moejatno, unsur tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
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c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).14 
 
Perbuatan manusia yang dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan 
kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok ada pada perbuatan itu, tapi 
tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana 
menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-
benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, 
yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.apakah in concreto orang 
yang melakukan perbuatan itiu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan 
hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.15 
Dari rumusan R. Tresna  tindak pidana dari unsure-unsur yakni : 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
c. Diadakan tindakan penghukuman.16 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, 
terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu 
selalu diikuti dengan pernghukuman (pemidanaan). Walaupun mempunyai 
kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang selalu diikuti dengan pidana, namum dalam unsur-unsur itu tidak 
terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada 
orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. 
                                                          
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1 (Stelel,Pidana,Tindak pidana,Teori-teori,Pemidanaan 
& Batas berlakunya hukum pidana), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,  hlmn. 79 
15Loc.cit. 
16ibid, hlmn. 80 
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Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur 
tindak pidana adalah : 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan perundang-undangan.17 
 
Bahwa dilihat pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut pahan 
dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tinda pidana itu 
adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, 
dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang 
ada bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuatatau 
dipidananya pembuat,semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi, 
jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme memang 
tampak berbeda.penulis mengambil dua rumusan yang telah dikemukakan 
yaitu Jonkers dan Schravendijk.18 
Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) 
dapat dirinci unsur-unsuru tindak pidana adalah : 
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggung jawabkan.19 
 
Sedangkan Schravedijk dalam batasannya yang dibuat secara 
panjang lebar itu, jika dirinci terdaat unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Kelakuan (orang yang); 
                                                          
17 Loc.cit 
18 Loc.cit 
19Ibid, hlmn. 81 
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b. Bertentangan dengan keinsafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan.20 
 
Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu : tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengani 
diri orangnya. 
Adapun dari sudut pandang undang-undang buku II KUHP memuat 
rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam 
kelompok kejahatan. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam 
KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu : 
1. Unsur tingkah laku; 
2. Unsur melawan hukum; 
3. Unsur kesalahan; 
4. Unsur akibat konstitutif; 
5. Unsur keadaan yang menyertai; 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9. Unsur objek hukum tindak pidana; 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
 
Pada umumnya setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-
unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. 
 
                                                          
20 Loc.cit 
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Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa); 
2. Suatu percobaan (poging); 
3. Macam-macam maksud (oogmerk); 
4. Merencanakan terlenih dahulu (voorbedachteraad); 
5. Perasaan takut (fress). 
 
Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1. Sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid); 
2. Kualitas dari si pelaku. 21 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu 
atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan 
kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, 
demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah 
mengklasifikasikan tindak pidana kedalam dua (2) kelompok besar yaiitu 
dalam buku kedua dan ketiga masing-masing manjadi kelompok 
kejahatan dan pelanggaran.22 Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas 
dasar tertentu, yaitu sebagai berikut : 
1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III. 
                                                          
21 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 
hlmn.193 
22 Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlmn.28 
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2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel 
delicten). 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak 
dengan sengaja (culpose delicten). 
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/postif dapat juga disebut tindak pidana komisi 
(delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negative, disebut 
juga tindak pidana omisi (delicta ommissionis). 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus. 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
7. Dilihat dari sudut sibjek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana komunia (delicta communia, yang dapat dilakukan 
oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan 
hanya oleh orang memiliki kualiitas pribadi tertentu). 
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8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) 
dan tindak pidana aduan (klacht delicten). 
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok 
(eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat 
(gequalificeerde deicten) dan tindak pidana yang diperingan 
(gepriviligieerde dellicten). 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa 
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, 
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 
sebagainya. 
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) 
dan tindak pidana berangkai (samangestelde delicten).23 
 
 
 
                                                          
23 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1 (Stelel,Pidana,Tindak pidana,Teori-teori,Pemidanaan 
& Batas berlakunya hukum pidana), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,  hlmn. 121 
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B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian 
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian 
Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir 
setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. 
Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, 
tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian 
ini bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai 
dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama 
generasi muda, karena menyebabkan para pemuda cenderung malas 
dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar 
sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah 
mengalir untuk permainan judi. Judi adalah masalah salah satu sosial 
yang sulit untuk ditanggulangi. 
Banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. 
Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan 
mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi 
sampai taraf tertentu. Beberapa negara islam melarang perjudian, hampir 
semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak 
mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi 
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masing-masing , dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah 
sebagai undang-undang.24 
Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih 
salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan 
saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan 
akanmemberikan taruhannya kepada si pemenag. Peraturan dan jumlah 
taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi juga bertetangan 
dengan agama, moral, dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat 
menimbullkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi 
materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga 
mereka.  
Sementara itu dalam pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi 
sebagai berikut : 
“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat 
menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja 
dan juga kalau perngharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran 
dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertaruhan 
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan 
oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala 
permainan lain-lainnya”. 
Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patolgi 
sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu 
mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan 
menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-
                                                          
24 Josua Sitompul, cyberspace cyberrime cyberlaw, tinjauan aspek hukum pidana, PT Tatanusa, 
Jakarta, hlmn. 
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peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian 
yang tidak atau belum pasti hasilnya.25 
Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea , et al (1987) dalam 
buku the individual the economy, a text book of economic psychology 
sepertia yang dikutip oleh Papu (2002). Menurut mereka perjudian adalah 
suatu kondisi dimana tempat potensi kehilangan sesuatu yang berharga 
atau segala hal yang mengandung resiko. Namun demikian, perbuatan 
mengambil resiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya 
dari perbuatan lain yang juga mengandunng resiko. Ketiga unsur dibawah 
ini mungkin dapat menjadi faktor yang dapat membedakan perilaku berjudi 
dengan perilaku lain yang juga mengandunng resiko : 
a. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan 
sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana 
pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang 
dianggap berharga. 
b. Resiko yang diambil bergantung kepada kejadian-kejadian 
dimasa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan 
banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau 
keberuntungan. 
                                                          
25 Kartini Kartono, Patologi sosial, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2003, hlmn. 
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c. Resiko yang diambil bukan sesuatu yang harus dilakukan, 
kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil 
bagian dalam permainan judi. 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah 
perilaku yang melibatkan adanya resiko kehilangan sesuatu yang 
berharga dan melibatkan interaksi sosial serta adanya unsur kebebasan 
untuk memilih apakah akan mengambil resiko kehilangan atau tidak. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian 
Dari pemaparan mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus 
terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatan perjudian, ketiga unsur 
tersebut adalah : 
a. Permainan/perlombaan 
Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau 
perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-
senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur 
hati. Jadi pada dasarnya bersifat reaktif, namun disini para pelaku tidak 
harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah 
penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah 
permainan atau perlombaan. 
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b. Untung-untungan 
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih banyak 
digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau 
factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau 
kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. 
c. Ada taruhan 
Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang 
oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun 
harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat 
adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan 
ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama 
untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau 
buka. 
Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang 
memenuhi ketiga unsur di atas, meskipun tidak disebut dalam PP No. 09 
tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian adalah masuk 
kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah 
sehingga Nampak seperti sumbangan, semisal sumbangan dana sosial 
berhadiah (SDSB) bahkan sepak bola, pimpong, bulu tangkis, volley, dan 
catur bisa masuk kategori judi, bila dalam praktiknya memenuhi ketiga 
unsur tersebut. 
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Di dalam KUHP, perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 
yang ancaman pidananya lebih ringan yaitu pidana kurungan maksimum 
satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima 
belas). Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap 
perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh 
Undang-Undang No.7 tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat. 
Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 
303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut 
KUHP adalah : 
a) Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 
bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan 
dalam Pasal 303 KUHP, yaitu : 
1) Diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana 
denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang 
siapa tanpa mendapat izin : 
Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan 
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai 
mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam 
usaha itu; 
Ke-2. Dengan sengaja mewarkan atau memberikan 
kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi 
atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan 
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tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan 
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; 
Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai 
pencaharian. 
2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 
menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya 
untuk menjalankan pencaharian itu; 
3) Yang dimana disebut permainan judi adalah tip-tiap 
permainan bergantung pada keberuntunngan belaka juga 
karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu 
termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan 
atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara 
mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga 
segala pertaruhan lainnya. 
Dalam rumusan Pasal 303 KKUHP di atas memuat 5 kejahatan 
mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat  (1), yaitu : 
a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan; 
b. Butir 2, memuat dua kejahatan; 
c. Butir 3, memuat satu macam kejahatan. 
Sementara dalam ayat (2) tentang dasar pemberatan pidana dan 
ayat (3) memuat tentang perngetian judi yang ada dalam ayat (1). 
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b) Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan 
melanggar Pasal 303 KUHP.  
Perjudian yang dimaksud diatas diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, 
ditambah dengan Undang-Undang No.7 tahun 1974 yang rumusannya 
sebagai berikut : 
1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun 
atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah:  
Ke-1. Barang siapa yang menggunakan kesempatan 
terbuka sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 untuk 
bermain judi; 
Ke-2. Barang siapa yang turut serta bermain judi dijalan 
umum atau di suatu tenpat terbuka untuk umum, kecuali jika 
untuk permainan judi tersebut telah diberikan izin oleh 
penguasa yang berwenang. 
2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun 
sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap 
Karena salah kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi 
pindana penjara maksimum enam tahun, atau denda 
maksimum lima belas juta rupiah. 
Dalam pasal ini, terdapat dua jenis kejahatan tentang perjudian, 
jenis kejahatan itu adalah : 
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a. Bentuk I 
Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 
 Perbuatan : bermain judi; 
 Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan 
melanggar pasal 303 KUHP. 
Kejahatan dalam Pasal 303 bis KUHP, tidak berdiri sendiri, 
melainkan tergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa 
terjadinya pelanggaran 303 KUHP maka pelanggaran 303 bis KUHP juga 
tidak ada. 
b. Bentuk II 
Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut : 
 Perbuatan : ikut serta bermain judi; 
 Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat 
dikunjungi umum; 
 Perjudian itu berikutnya tanpa izin dari penguasa yang 
berwenang. 
Perjudian menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang 
pelaksanaan penertiban perjudian dikategorikan dalam tiga macam yaitu : 
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a) Perjudian di kasino 
Perjudian kasino terdiri dari Roulette, Black Jack, Baccarat, 
Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, 
Paykyu, Slot Machine, Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, 
Lempar Paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang 
berputar, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, serta Kiu-Ki. 
b) Perjudian di tempat keramaian 
Lempar gelang,lempar uang, Kim, pancingan, menembak 
sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, 
adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, pacuan anjing, 
Mayong, Erek-erek. 
3. Pengertian Sabung Ayam 
Sebung ayam atau dalam bahasa Bali disebut “Tajen” (taji), dan 
dalam bahasa Bugis disebut “Massaung Manu” (adu ayam), telah 
berkembang cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat kita. Judi 
sabung ayam merupakan kegiatan perjudian yang dilakukan dengan 
memasangkan taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki 
kedua ayam jantanyang di adu sebagai senjata untuk membunuh 
lawannya. Sabung ayam biasa dilakukan di arena sabung ayam atau 
bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dilacak oleh 
pihak berwajib. 
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Menurut Amirudin (2003;45) mengatakan : 
“Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya 
tempur juga nyali ayam-ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara 
mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain, kegiatan adu ayam 
belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsure 
taruhan atau tidak, karena ada orang mengadu ayam hanya untuk 
kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun”. 
 
Pengertian sabung ayam juga dijelaskan oleh Johanes Papu 
(2002), mengatakan : 
“sabung ayam adalah permainan adu dua ayam dalam satu arena. 
Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kabur atau kalah. Bahkan 
hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang 
berlangsung tak jauh dari arena adu ayam”. 
Adu ayam jago  atau biasa disebut sabung ayam merupakan 
permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak 
dulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki 
taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam 
yang runcing. Permainan sabung ayam di Nusantara ternyata tidak hanya 
sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tapi merupakan 
sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya, maupun politik. 
Di Bali permainan sabung ayam disebut Tajen. Tajen berasal usul 
dari tabuh rah, salah satu yadnya (upacara) dalam masyarakat hindu di 
Bali. Tujuannya mulia, yakni mengharmoniskan hubungan manusia 
dengan Bhuana Agung. Dalam kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam 
merupakan kebudayaan telah melekat lama, Manu (Bugis) atau jangang 
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(Makassar) yang berarti ayam, merupakan kata yang sangat lekat dalam 
kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Gilbert Hamonic menyebutkan 
bahwa kultur Bugis kental dengan Mitologi ayam. Hingga Raja Gowa ke 
XVI, I Malombassi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, digelari 
“Haaantjes van het oosten” yang berarti Ayam jantan dari Timur. 
Dalam masyarakat Toraja sabung ayam sudah menjadi tradisi. 
Sabung ayam di toraja dikenal dengan beberapa nama, yakni : Sisaung, 
Paramisi, dan dalam peradilan adat Toraja dikenal dengan nama “Si 
Londongan”. Tradisi ini sudah ada sebelum Kolonial Belanda masuk di 
wilayah Toraja. Sabung ayam atau So Londongan merupakan suatu 
budaya orang Toraja yang digukana sebagai cara penyelesaian perkara 
apapun yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pihak yang berselisih. 26 
Dalam KUHP, sabung ayam merupakan suatu perbuatan atau 
kegiatan yang melanggar hukum. Apalagi jika kegiatan sabung ayam 
dilaksanakan tanpa mendapat izin dari polisi atau pejabat yang ditunjuk 
untuk itu. Pasal 544 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “barang siapa 
tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan 
sabungan ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, maupun 
tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, diancam dengan 
pidana…….” 
                                                          
26 Frans Baralulao, Kebudayaan Toraja, Pohon cahaya, Yogyakarta, 2010, hlmn. 127 
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Karena sabungan ayam termasuk dalam bagian perjudian, maka 
akan dibahas juga mengenai Pasal 303 KUHP, Undang-Undang No.7 
tahun 1997 tentang penertiban perjudian, dan PP No.9 tahun 1981 
tentang pelaksanaan UU No. 7 tahun 1974. 
4. Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum 
Bicara tentang “judi” termasuk “sabung ayam” selain dilarang oleh 
agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini 
dapat diketaui dari ketentuan Pasal 303 KUHP, jo Undang-undang No.7 
tahun 1974 tentang penertiban judi jo. PP. No. 9 tahun 1981 jo. Instruksi 
Presiden dan instruksi dalam negeri No. 5, tanggal 1 april tahun 1981. Hal 
ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 
303 KUHP tersebut dipertegas dengan Undang-undang No.7 tahun 1974, 
yang di dalam Pasal 1, mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai 
kejahatan.disini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin 
adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk 
kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 
542 KUHP) dan sebutan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU 
No. 7 tahun 1974 diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP. 
Dalam Pasal 2 (1) UU No.7 1974 hanya mengubah ancaman 
hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda 
setinggi-tigginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama lamanya 
sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam 
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Pasal 303 ayat (1)-1 bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 bis KUHP 
memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan 
kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat jadi 4 tahun penjara 
atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2) nya penjatuhan 
hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-
lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah. 
Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan 
bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam Undang-
Undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan 
jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui masyarakat bahwa 
permainan judi (hazardspel) mengandung unsur : 
a. Adanya pengharapan untuk menang, 
b. Besifat untung-untungan saja, 
c. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan 
d. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur 
kepintaran, kecerdasan, dan ketangkasan. 
Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, adalah : 
1) Orang atau badan hukum (perusahaan) yang mengadakan 
atau member kesempatan main judi sebagai  mata 
pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur 
dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga 
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sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu 
ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat 
dihukum. 
2) Orang atau badan hukum (perusahaan) sengaja mengadakan 
atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, disini 
tidak peru atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, 
asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang/umum dapat 
dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak 
dapat dihukum. 
3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum. 
4) Orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan 
sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum (vide, 
Pasal 303 KUHP). 
Kalau mengacu dalam peraturan pemerintah,tepatnya dalam pasal 
1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin 
terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang di 
selenggarakan di “kasino” di “keramaian” maupun dikaitkan dengan 
alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi Pasal 2 dari PPRI No.9 
tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, 
khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka 
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ini dapat berarti Pasal 303 ayat (1) dan / atau Pasal 303 bis KUHP tidak 
berlaku lagi. 
Agaknya peraturan tentang “judi” terdapat perngaturan yang saling 
bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974 jo. Pasal 303 KUHP yang 
mengatur tentang kutip judi bisa diberi izin oleh yang bewenang, di sisi 
lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 
1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala 
bentuknya. Memang secara asas theory hukum, PPRI No.9 tahun 1981 
tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan 
dengan peraturan yang diatasnya. 
Atas dasar ini kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang 
tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai 
seluruh agama yang di anut. Guna menghindari adanya tindakan 
anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik 
perjudian yang ada, maka sudah seharusnya Pemerintah bersama DPR 
tanggap dan segera membuat perangkat Peraturan Perundang-undangan 
yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas. 
Khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota 
dan ditempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai 
negara yang berdasarkan pancasila dimana masyarakatnya yang religious 
tetap terjaga imagenya. 
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C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Pidana dan pemidanaa di Indonesia dimulai sejak Wetboek van 
Strafrecht (Wvs) diundankan yaitu tahun 1915 dan berlaku di Indonesia 
berdasarkan UU No, 1 tahun1946 tentang KUHP (berdasarkan atas 
konkordansi). 
Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah 
timbulnya kejahatan dan  pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat 
dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua 
komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam 
KUHP Indonesia yang mengancam kejahatankejahatan berat dengan 
pidana mati.Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan 
adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat 
yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat ataupun 
terhadap kejahatan-kejahatan lain. Dalam pada itu bukan saja pada masa 
lampau, sekarang pun masih ada yang melihat pidana mati sebagai obat 
yang paling mujarab untuk kejahatan. 
1) Pengertian pidana 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya 
dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
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melakukan suatu tindak pidana.27Menurut Andi Hamzah, ahli hukum 
Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam 
bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah 
umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah 
hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana 
diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum 
pidana. 
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran 
hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan 
penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan 
dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum 
pidana dengan hukum yang lainnya.28 Menurut Satochid Kartanegara, 
bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh 
undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang 
melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum 
pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim 
dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa 
siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), 
karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang 
ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan 
                                                          
27Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,Bandung, 2005, 
hlmn.1 
28 J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum, Binacipta, 
Bandung, 1987, hlmn. 17 
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pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh 
undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi 
itu adalah sebagai berikut:  
a. Jiwa manusia (leven);  
b. Keutuhan tubuh manusia (lyf) 
c. Kehormatan seseorang (eer) 
d. Kesusilaan (zede) 
e. Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid) 
f. Harta benda/kekayaan (vermogen). 
2) Pengertian pemidanaan 
Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan 
hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan 
(rechtsdelict)  maupun pelanggaran (wetsdelict). Kejahatan (rechtsdelict) 
Orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindakpidana 
karean perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya 
disebut wetsdelict (delik undang-undang ). Dimuat dalam buku III KUHP 
Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 
KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) 
Pelanggaran (wetsdelict), Meskipun perbuatan tersebut tidak 
dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang 
tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, 
istilahnya disebut rechtsdelict (delik hukum). Dimuat didalam buku II 
KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat 
umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh 
pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). 
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2. Teori Pemidanaan 
Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan 
pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif 
(teori prevensi) dan teori gabungan.  
1) Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan 
sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana 
dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan 
ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang 
pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena 
tercela dan corak objektit yang pembalasannya ditujukan 
sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang 
bersangkutan.  
2) Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada 
pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari 
pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya 
suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan 
adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori 
prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai 
adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, 
kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran 
terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori 
prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah 
mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan 
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calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah 
direncanakannya. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran 
bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan 
dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan 
secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu 
unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada 
semua unsur yang ada. 
3) Teori Gabungan mrupakan perpaduan dari Teori Absolut 
dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman (1994: 31) bahwa Teori 
Gabungan ini deibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut : 
a) Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi 
dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi 
ketertiban hukum; 
b) Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan 
masyarakat;dan 
c) Teotri Gabungan yang menitikberatkan sama antara 
pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat. 
Teori Gabungan yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur 
pembalasan dianut antara lain oleh Pompe.  
Pompe mengatakan: “Orang tidak boleh menutup mata pada 
pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-
sanksi lain,tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetap tidak dapat 
dikecilkanartinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan 
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dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan 
karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan 
pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan 
umum.” 29 
3. Jenis-jenis Pemidanaan 
Di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi tindak 
pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang 
itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana 
pokok dan pidana tambahan.Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika 
pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. 
Pidana pokok terdiri dari : 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan  
Pidana tambahan terdiri dari : 
1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
3. Pidana pengumuman putusan hakim 
Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah 
sebagai berikut : 
                                                          
29 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana1 (Stelel,Pidana,Tindak pidana,Teori-teori,Pemidanaan 
& Batas berlakunya hukum pidana), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,  hlmn. 155 
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a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
Jenis pidana dalam KUHP berbeda dengan yang ditirunya, yaitu 
Pasal 9 Wetboek va Strafrecht (W.v.S)  Nederland, yang pada pidana 
pokok tidak terdapat pidana mati, sudah dihapuskan dengan undang-
undang tanggal 17 September sejak tahun 1870, staastblad 162. Akan 
tetapi pidana mati kemabali dicakupkan kedalam hukum pidana Belanda, 
khususnya pada pelaku delik-delik tertentu (kejahatan perang, 
pengkhianatan dan lain-lain). Kemudian berdasarkan amandemen 
undang-undang dasar yang diberlakukan tanggal 17 Februari 1983 
ditetapkan pidana mati tidak dapat lagi dijatuhkan. 
2. Pidana penjara 
Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan 
bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya 
menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti 
menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) 
dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib 
untuk tunduk, dan menaati dan menjalankan semua tata tertib yang 
berlaku. Kedua jenis pidana ini nampaknya sama, tetapi sesungguhnya 
berbeda jauh.Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana 
perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai 
dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun 1918, waktu mulai 
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berlaku KUHP.Sebelum tangal itu, orang Indonesia biasanya dihukum 
dengan kerja paksa di luar atau di dalam rantai. 
Ada beberapa system pidana penjara, yaitu :Pensylvania system, 
Auburn system, dan Progressive system.Pidana penjara bervariasi dari 
penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur 
hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) 
tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun. 
3. Pidana kurungan 
Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana 
perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan dalam beberapa 
hal lebih ringan daripada pidana penjara. Menurut Vos, pidana kurungan 
pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama ialah sebagai custodian 
honesta untuk delik-delik yang menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu 
delik-delik culpa (kelalaian)  dan beberapa delik delus, seperti perkelahian 
satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 
KUHP). Yang kedua sebagai custodia simplex, suatu perampasan 
kemerdekaan untuk delik pelanggaran. 
Ketentuan-ketentuian pidana kurungan adalah sebagai berikut: 
a) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya 
mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi 
makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 
KUHP). 
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b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan 
tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 
KUHP). 
c) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun, namun 
maksimum boleh satu tahun empat bulan. Dalam hal ini terjadi 
pemberatan pidana, karena perbarengan atau karena ketentuan 
Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP). 
d) Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani 
pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka 
terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 
KUHP). 
e) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya 
terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang 
bersangkutan. 
Lamannya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) 
hari dan selama-lamanya adalah satu tahun.Akan tetapi lamanya pidana 
tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi 
samenloop¸recidive dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. 
4. Pidana denda 
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku 
III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri 
sendiri.Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun 
kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari 
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pidana kurungan.Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan jarang sekali 
diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara 
maupun berdiri sendiri. 
5. Pidana tutupan 
Pidana tutupan ini di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui 
UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudnya sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang 
melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan 
pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak 
dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah 
sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih 
tepat.Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang 
perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan 
Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan. 
Di dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah 
tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga 
Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-
fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dapat 
kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5, Pasal 36 ayat 1 dan 3, Pasal  37 
ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus 
lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang 
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tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut.Dari 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1984 tersebut, 
dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak mendaptkan 
fasilitas dari pada narapidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang 
yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana 
penjara.  
Tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut 
dihormati.Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 PP ini, tampaknya pidana 
tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara 
juga. Perbedaan hanyalah terletak pada orang yangd dapat dipidana 
tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong 
oleh maksud yang patut dihormati.Sayangnya dalam undang-undang itu 
maupun PP Pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud 
yang patut dihormati itu.Karena itu penilaiannya, kriterianya diserahkan 
sepenuhnya kepada hakim. 
 
b. Pidana Tambahan 
Pengaturan mengenai pidana tambahan pada prinsipnya tidak 
dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena 
sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang 
pokok.Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan 
tetapi tidak harus. 
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1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti 
hak-hak terpidana dapat dicabut.Pencabutan tersebut tidak meliputi 
pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak 
ketatanegaraan.Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu 
pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang 
kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal : 
1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan 
keputusan hakim; 
2)  Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu 
apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada 
rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya 
dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para 
kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai 
politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya 
untuk mengisi kasnya. Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS 
Belanda, dan berdasarkan konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang 
tercantum dalam Pasal 39.  
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Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan 
Pasal 39 ayat (1) KUHP , antara lain: 1) Benda-benda kepunyaan 
terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal uang palsu; 2) Benda-
benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu 
kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk 
membunuh. 
Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan 
barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) 
untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang 
tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis 
(pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 
275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, 
surat dagang). Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila 
barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk 
dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada 
saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu 
diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak 
dilakukan sita. 
3. Pidana pengumuman putusan hakim 
Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara 
lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang 
telah diatur di dalam Pasal 127 (dalam masa perang menjalankan tipu 
muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau 
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Angkatan Darat), 204, 205 (Menjual barang yang berbahaya), 359, 360 
(menyebabkan mati atau luka karena kealpaan), 372, 374, 375, 378, dan 
seterusnya tentang Penggelapan, serta Pasal 396 dan seterusnya 
(perbuatan merugikan pemiutang). Pada umumnya, putusan hakim harus 
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 
KUHAP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum.Hal ini 
berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. 
Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi 
ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk 
menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat 
kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya 
ditanggung terpidana. Adapun penjatuhan pidana tambahan ini 
mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat 
bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk 
kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Di sisi lain, juga membuat 
terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang 
sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan 
tentang kemungkinan terpidana akan melakukan tindak pidana yang 
sejenis, apabila ia diterima bekerja di jawatan atau perusahaan manapun 
atau apabila orang ingin berhubungan dengan terpidana setelah selesai 
menjalankan pidananya. 
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Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang 
bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu 
bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas, siapapun yang 
melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh 
terpidana, dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan 
disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang. 
D. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana 
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, 
yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya 
sebagaimana yang termaktub dalam dakkwaan penuntut umum. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti 
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa 
setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan 
rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Dalam hal itu, undang-undang menghendaki adanya 
minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim 
akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. 
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Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut 
adalah minimal dua alat bukti yang menurut KUHP. Pasal 184 ayat (1) 
KUHP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Praktik sehari-hari, baik 
penuntut umum maupun Hakim, factor-faktor yang dikemukakan dalam 
tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan. Factor-faktor yang meringankan antara 
lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. 
Factor-faktor yang memberatkan antara lain member keterangan yang 
berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, 
merugikan negara dan sebagainya. 
- Yang meringankan 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
(Lenden Marpaung,2005:113) adalah sebagai berikut : 
1. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi :  
“jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka 
maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi 
sepertiga.”  
 
2. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
53 ayat (2) KUHP yang berbunyi : 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
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3. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
57 ayat (1) yang berbunyi : 
“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, 
dikurangi sepertiga bagi pembantu.” 
- Yang memberatkan 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-Undang ditentukan 
sebagai berikut : 
1. Dalam hal Concurus, sebagimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUHP : 
(1) “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 
satu pidana.” 
(2) “Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 
pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, 
akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiganya.” 
Dan Pasal 66 KUHP yang berbunyi : 
(1) “Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, 
yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, 
maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi 
jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang 
terberat ditambah sepertiga.” 
(2) “Dalam hal ini pidaa denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
untuk perbuatan itu.” 
2. Dalam hal Recidive, berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 
KUHP.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan pembahasan dan permasalahan pernulisan ini, maka penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar 
jln. R. A Kartini No.18/23 Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh 
penulis, karena dianggap berkesusaian dengan judul yang akan diangkat 
oleh penulis. 
B. Jenis Sumber dan Data 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 
data primer dan sekunder : 
1. Data Primer 
Data empirik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara 
secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam putusan yang 
penulis teliti di Pengadilan Negeri Makassar. 
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2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai literatur atau 
studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, 
karangan ilmiah, internet, buku-buku, surat kabar, dan bacaan-bacaan lain 
yang berhungan erat dengan masalah yang akan diteliti, yang berkaitan 
erat dengan objek yang akan dibahas. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam memperoleh data dalam penulisan ini, Jenis data yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Pengumpulan data diperoleh dari berbagai data yang berhubungan 
dengan hal-hal yang diteliti, beberapa beberapa buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, karya tulis, makalah, serta data yang di dapatkan 
dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang 
berhubungan dengan penulisan ini. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Wawancara (Interview) sehubungan dengan kelengkapan data 
yang akan dikumpulkan maka penulisa melakukan wawancara dan Tanya 
jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah Hakim yang 
memutuskan perkara tersebut. 
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama 
proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Memberikan Kesempatan Perjudian Kepada Umum berdasarkan 
Putusan No.1125/Pib.B/2016/PN.MKS. 
Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih 
salah satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan 
saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan 
akanmemberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah 
taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi juga bertetangan 
dengan agama, moral, dan kesusilaan. 
Secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” 
telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk 
praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari 
pemerintah.Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi ( 
hazardspel ) mengandung unsur ; a) adanya pengharapan untuk menang; 
b) bersifat untung-untungan saja; c) ada insentif berupa hadiah bagi yang 
menang;, dan d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada 
unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan. 
Perjudian itu sendiri diatur di dalam buku II KUHP yang memuat 
tentang kejahatan, yang dimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 
Bis. Diluar KUHP perjudian diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 
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1974 jo. Pasal 303 KUHP tentang penertiban judi, Peraturan Pemerintah 
No.9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Dalam kasus 
perjudian pada putusan perkara nomor 1125/Pid.B/2016/PN.Mks 
perbuatannya telah memenuhi syarat ketentuan pada Pasal 303 ayat (1) 
ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 
KUHP. Hasil penelitian yang membahas mengenai penerapan hukum 
pidana materiil dalam kasus putusan nomor 1125/Pid.B/2016/PN.Mks 
yaitu sebagai berikut : 
1. Identitas Terdakwa 
TERDAKWA I 
Nama Lengkap : M. ALWI HB 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 05 Juli 1972 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umar 9 Lr. 2 No. 9 A RT.001 Kel. 
Kaluku Bodoa Ke. Tallo Makassar 
Agama  : Islam 
Pendidikan  :SMA (tamat) 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
 
TERDAKWA II 
Nama Lengkap : RAHMAN 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 15 Juli 1975 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia  
Tempat Tinggal :Jl. Teuku Umar 10 Lr. 5 No. 2 RT.003/RW.004 
Kel. Kaluku Bodoa Ke. Tallo Makassar 
Agama  : Islam 
Pendidikan  :SMP (tamat) 
Pekerjaan  : Pengemudi 
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TERDAKWA III 
Nama Lengkap : SATTUANG DG. NAI 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun / Tahun 1957 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Pannapu Lr. 2 No. 42 Kel. Lembo Kec. 
Tallo Makassar 
Agama  : Islam 
Pendidikan  :SD (tidak tamat) 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
 
TERDAKWA IV 
Nama Lengkap : RIFALDI ADAM alias ADAM 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 22 September 1977 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Butta-Butta Caddi Lr. 7 Kel. Kaluku Bodoa 
Kec. Tallo Makassar 
Agama  : Islam 
Pendidikan  :SMA (tamat) 
Pekerjaan  : Tidak ada 
 
TERDAKWA V 
Nama Lengkap : BUDIMAN alias BUDI 
Tempat lahir  : Makassar 
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 25 Januari 1990 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Barukang Cambayya Kel. Cambayya Kec. 
Ujung tanah Makassar 
Agama  : Islam 
Pendidikan  :SD (tidak tamat) 
Pekerjaan  : Buruh Bangunan 
 
2. Posisi Kasus 
kasus perjudian sabung ayam ini, terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 
April 2016 sekitar jam 16:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jl. Teuku Umar 12 lorong 7 
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Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan tidak berhak dengan sengaja 
mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata 
pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan mainn 
judi, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai 
berikut : 
Berawal pada saat terdakwa I. M. ALWI HB bersama dengan 
terdakwa II.RAHMAN, terdakwa III.SATTUANG DG. NAI, TERDAKWA IV. 
RIFALDI ADAM alias ALDI dan terdakwa V. BUDIMAN alias BUDI serta 
saksi-saksi, Lk. YAHYA, Lk. NATO, Lk. ZUL KIFLI alias ZUL, Lk. 
BAHTIAR alias Tiar, Lk. MUH. SYUKUR DG. RANI, Lk. DAMHURI alias 
DAMAN, Lk. BAHRI B alias BAKO, Lk. JUFRI, Lk. H. MUH. TAHIR bin 
DG. NGAKASA dan Lk. DEDY SUHARTO alias DEDY, bersepakat untuk 
melakukan perjudian jenis sabung ayam dan uang sebegai taruhannya, 
selanjutnya 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan diadu terlebih dahulu 
diukur tinggi dan besarnya untuk mengetahui keseimbangannya dan jika 
kedua ekor ayam yang akan diadu tersebut sudah seimbang maka 
permainan dilanjutkan namun sebelum ayam tersebut diadu maka terlebih 
dahulu dibicarakan berapa sewanya dan setelah terjadi kesepakatan uang 
sewa maka pemilik ayam mengumpulkan uang sewa dari masing-masing 
pemain dan dicatat nama-nama pemain yang ikut sewa tersebut, seteah 
uang sewa tersebut telah terkumpul maka kedua ayam jago tersebut mulai 
diadu dalam arena atau ring (karoro) yang terbuat dari karet yang dibuat 
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melingkar agar kedua ayam jago yang diadu tersebut sejak keluar dari 
arena atau ring tersebut, dimana setiap kali permainan berlangsung 
selama 5 (lima) ronde dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit setiap 
ronde, dan apabila dalam permainan ada salah satu ayam yang lari 
namun belum cukup ronde maka dinyatakan kalah, lalu setiap ayam yang 
kalah maka pemiliknya atau yang mempertaruhkan ayam yang kalah 
tersebut harus membayar kepada pemain yang menang sesuai 
kesepakatan para pemain, begitu seterusnya dan saat para terdakwa 
berteman sedang melakukan perjudian tersebut tidak lama kemudian 
datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan para terdakwa 
berteman dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang 
totalnya sebesar Rp.4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu 
rupiah), 7 (tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) 
buah keranjang ayam, 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari karet dan 2 
(dua) lembar spanduk gambar ayam jantan. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus perjudian 
yang dibacakan di hadaapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : 
DAKWAAN PERTAMA 
 Bahwa mereka terdakwa I. M. ALWI HB bersama dengan 
terdakwa II.RAHMAN, terdakwa III.SATTUANG DG. NAI, 
TERDAKWA IV. RIFALDI ADAM alias ALDI dan terdakwa V. 
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BUDIMAN alias BUDI serta Lk. YAHYA, Lk. NATO, Lk. ZUL KIFLI 
alias ZUL, Lk. BAHTIAR alias Tiar, Lk. MUH. SYUKUR DG. RANI, 
Lk. DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAHRI B alias BAKO, Lk. JUFRI, 
Lk. H. MUH. TAHIR bin DG. NGAKASA dan Lk. DEDY SUHARTO 
alias DEDY (yang kesepuluhnya penuntutannya diajukan dalam 
berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar jam 
16:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 
tahun 2016, bertempat di jl. Teuku Umar 12 lorong 7 Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, dengan tidak berhak dengan sengaja 
mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata 
pencaharian, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan 
amin judi, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan 
cara sebagai berikut : 
- Bahwa berawal pada saat terdakwa I. M. ALWI HB bersama 
dengan terdakwa II. RAHMAN, terdakwa III. SATTUANG DG. 
NAI, TERDAKWA IV. RIFALDI ADAM alias ALDI dan terdakwa 
V. BUDIMAN alias BUDI serta Lk. YAHYA, Lk. NATO, Lk. ZUL 
KIFLI alias ZUL, Lk. BAHTIAR alias Tiar, Lk. MUH. SYUKUR 
DG. RANI, Lk. DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAHRI B alias 
BAKO, Lk. JUFRI, Lk. H. MUH. TAHIR bin DG. NGAKASA dan 
Lk. DEDY SUHARTO alias DEDY (yang kesepuluhnya 
penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat 
untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam dan uang 
sebegai taruhannya, selanjutnya 2 (dua) ekor ayam jantan yang 
akan diadu terlebih dahulu diukur tinggi dan besarnya untuk 
mengetahui keseimbangannya dan jika kedua ekor ayam yang 
akan diadu tersebut sudah seimbang maka permainan 
dilanjutkan namun sebelum ayam tersebut diadu maka terlebih 
dahulu dibicarakan berapa sewanya dan setelah terjadi 
kesepakatan uang sewa maka pemilik ayam mengumpulkan 
uang sewa dari masing-masing pemain dan dicatat nama-nama 
pemain yang ikut sewa tersebut, seteah uang sewa tersebut 
telah terkumpul maka kedua ayam jago tersebut mulai diadu 
dalam arena atau ring (karoro) yang terbuat dari karet yang 
dibuat melingkar agar kedua ayam jago yang diadu tersebut 
sejak keluar dari arena atau ring tersebut, dimana setiap kali 
permainan berlangsung selama 5 (lima) ronde dalam durasi 
waktu 15 (lima belas) menit setiap ronde, dan apabila dalam 
permainan ada salah satu ayam yang lari namun belum cukup 
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ronde maka dinyatakan kalah, lalu setiap ayam yang kalah 
maka pemiliknya atau yang memperuhkan ayam yang kalah 
tersebut harus membayar kepada pemain yang menang sesuai 
kesepakatan para pemain, begitu setereusnya dan saat para 
terdakwa berteman sedang melakukan perjudian tersebut tidak 
lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung 
mengamankan para terdakwa berteman dan saat itu ditemukan 
barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar 
Rp.4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 7 
(tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) 
buah keranjang ayam, 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari 
karet dan 2 (dua) lembar spanduk gambar ayam jantan, 
selanjutnya para terdakwa berteman bersama barang buktinya 
dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih 
lanjut, dan para terdakwa berteman melakukan perjudian 
tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari yang 
berwenang. 
Perbuatan mereka terdakwa sebagai diatur dan diacam 
pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. 
--------------------------------------------------- A t a u ------------------------------------- 
DAKWAAN KEDUA 
Bahwa mereka terdakwa I. M. ALWI HB bersama dengan 
terdakwa II.RAHMAN, terdakwa III.SATTUANG DG. NAI, 
TERDAKWA IV. RIFALDI ADAM alias ALDI dan terdakwa V. 
BUDIMAN alias BUDI serta Lk. YAHYA, Lk. NATO, Lk. ZUL KIFLI 
alias ZUL, Lk. BAHTIAR alias Tiar, Lk. MUH. SYUKUR DG. RANI, 
Lk. DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAHRI B alias BAKO, Lk. JUFRI, 
Lk. H. MUH. TAHIR bin DG. NGAKASA dan Lk. DEDY SUHARTO 
alias DEDY (yang kesepuluhnya penuntutannya diajukan dalam 
berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar jam 
16:00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 
tahun 2016, bertempat dijalan Teuku Umar lorong 7 Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar dengan tidak berhak dengan sengaja 
mengadakan atau member kesempatan berjudi kepada umum atau 
dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, 
biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam 
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hal memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan oleh para 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa berawal pada saat terdakwa I. M. ALWI HB bersama 
dengan terdakwa II. RAHMAN, terdakwa III. SATTUANG DG. 
NAI, TERDAKWA IV. RIFALDI ADAM alias ALDI dan terdakwa 
V. BUDIMAN alias BUDI serta Lk. YAHYA, Lk. NATO, Lk. ZUL 
KIFLI alias ZUL, Lk. BAHTIAR alias Tiar, Lk. MUH. SYUKUR 
DG. RANI, Lk. DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAHRI B alias 
BAKO, Lk. JUFRI, Lk. H. MUH. TAHIR bin DG. NGAKASA dan 
Lk. DEDY SUHARTO alias DEDY (yang kesepuluhnya 
penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat 
untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam dan uang 
sebegai taruhannya, selanjutnya 2 (dua) ekor ayam jantan yang 
akan diadu terlebih dahulu diukur tinggi dan besarnya untuk 
mengetahui keseimbangannya dan jika kedua ekor ayam yang 
akan diadu tersebut sudah seimbang maka permainan 
dilanjutkan namun sebelum ayam tersebut diadu maka terlebih 
dahulu dibicarakan berapa sewanya dan setelah terjadi 
kesepakatan uang sewa maka pemilik ayam mengumpulkan 
uang sewa dari masing-masing pemain dan dicatat nama-nama 
pemain yang ikut sewa tersebut, seteah uang sewa tersebut 
telah terkumpul maka kedua ayam jago tersebut mulai diadu 
dalam arena atau ring (karoro) yang terbuat dari karet yang 
dibuat melingkar agar kedua ayam jago yang diadu tersebut 
sejak keluar dari arena atau ring tersebut, dimana setiap kali 
permainan berlangsung selama 5 (lima) ronde dalam durasi 
waktu 15 (lima belas) menit setiap ronde, dan apabila dalam 
permainan ada salah satu ayam yang lari namun belum cukup 
ronde maka dinyatakan kalah, lalu setiap ayam yang kalah 
maka pemiliknya atau yang mempertaruhkan ayam yang kalah 
tersebut harus membayar kepada pemain yang menang sesuai 
kesepakatan para pemain, begitu setereusnya dan saat para 
terdakwa berteman sedang melakukan perjudian tersebut tidak 
lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung 
mengamankan para terdakwa berteman dan saat itu ditemukan 
barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar 
Rp.4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 7 
(tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) 
buah keranjang ayam, 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari 
karet dan 2 (dua) lembar spanduk gambar ayam jantan, 
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selanjutnya para terdakwa berteman bersama barang buktinya 
dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih 
lanjut, dan para terdakwa berteman melakukan perjudian 
tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari yang 
berwenang. 
Perbuatan mereka terdakwa sebagai diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. 
--------------------------------------------------- A t a u ------------------------------------- 
DAKWAAN KETIGA 
Bahwa mereka terdakwa I. M. ALWI HB bersama dengan 
terdakwa II.RAHMAN, terdakwa III.SATTUANG DG. NAI, 
TERDAKWA IV. RIFALDI ADAM alias ALDI dan terdakwa V. 
BUDIMAN alias BUDI serta Lk. YAHYA, Lk. NATO, Lk. ZUL KIFLI 
alias ZUL, Lk. BAHTIAR alias Tiar, Lk. MUH. SYUKUR DG. RANI, 
Lk. DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAHRI B alias BAKO, Lk. JUFRI, 
Lk. H. MUH. TAHIR bin DG. NGAKASA dan Lk. DEDY SUHARTO 
alias DEDY (yang kesepuluhnya penuntutannya diajukan dalam 
berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar jam 
16:00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 
tahun 2016, bertempat dijalan Teuku Umar lorong 7 Makassar atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum 
Pengadilan Negeri Makassar, ikut serta permainan judi yang 
diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun tempat yang 
dapat dimasuki oleh khayalak umum, kecuali jika untuk 
mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, 
perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai 
berikut : 
- Bahwa berawal pada saat terdakwa I. M. ALWI HB bersama 
dengan terdakwa II. RAHMAN, terdakwa III. SATTUANG DG. 
NAI, TERDAKWA IV. RIFALDI ADAM alias ALDI dan terdakwa 
V. BUDIMAN alias BUDI serta Lk. YAHYA, Lk. NATO, Lk. ZUL 
KIFLI alias ZUL, Lk. BAHTIAR alias Tiar, Lk. MUH. SYUKUR 
DG. RANI, Lk. DAMHURI alias DAMAN, Lk. BAHRI B alias 
BAKO, Lk. JUFRI, Lk. H. MUH. TAHIR bin DG. NGAKASA dan 
Lk. DEDY SUHARTO alias DEDY (yang kesepuluhnya 
penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat 
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untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam dan uang 
sebegai taruhannya, selanjutnya 2 (dua) ekor ayam jantan yang 
akan diadu terlebih dahulu diukur tinggi dan besarnya untuk 
mengetahui keseimbangannya dan jika kedua ekor ayam yang 
akan diadu tersebut sudah seimbang maka permainan 
dilanjutkan namun sebelum ayam tersebut diadu maka terlebih 
dahulu dibicarakan berapa sewanya dan setelah terjadi 
kesepakatan uang sewa maka pemilik ayam mengumpulkan 
uang sewa dari masing-masing pemain dan dicatat nama-nama 
pemain yang ikut sewa tersebut, seteah uang sewa tersebut 
telah terkumpul maka kedua ayam jago tersebut mulai diadu 
dalam arena atau ring (karoro) yang terbuat dari karet yang 
dibuat melingkar agar kedua ayam jago yang diadu tersebut 
sejak keluar dari arena atau ring tersebut, dimana setiap kali 
permainan berlangsung selama 5 (lima) ronde dalam durasi 
waktu 15 (lima belas) menit setiap ronde, dan apabila dalam 
permainan ada salah satu ayam yang lari namun belum cukup 
ronde maka dinyatakan kalah, lalu setiap ayam yang kalah 
maka pemiliknya atau yang mempertaruhkan ayam yang kalah 
tersebut harus membayar kepada pemain yang menang sesuai 
kesepakatan para pemain, begitu setereusnya dan saat para 
terdakwa berteman sedang melakukan perjudian tersebut tidak 
lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung 
mengamankan para terdakwa berteman dan saat itu ditemukan 
barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sebesar 
Rp.4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 7 
(tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 (satu) 
buah keranjang ayam, 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari 
karet dan 2 (dua) lembar spanduk gambar ayam jantan, 
selanjutnya para terdakwa berteman bersama barang buktinya 
dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna proses lebih 
lanjut, dan para terdakwa berteman melakukan perjudian 
tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari yang 
berwenang. 
Perbuatan mereka terdakwa sebagai diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 KUHP. 
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4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Mengenai tuntutan penutut umum terhadap kasus perjudian 
Sabung ayam, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
maka penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif 
sebagai berikut:  
 Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau 
 Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau 
 Ketiga : Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 KUHP. 
Maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
agar memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa II. RAHMAN, 
terdakwa III. SATTUANG DG. NAI, terdakwa IV. RIFALDI 
ADAM alias ALDI, terdakwa V. BUDIMAN alias BUDI, telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “ikut serta permainan judi yang diadakan di 
jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat 
dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk 
mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang”. 
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 
KUHP, dalam dakwaan ketiga.  
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2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. M ALWI HB, 
terdakwa II. RAHMAN, terdakwa III. SATTUANG DG. NAI, 
terdakwa IV. RIFALDI ADAM alias ALDI, terdakwa V. 
BUDIMAN alias BUDI, oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa 
ditahan: 
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 
4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), 
dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 7 
(tujuh) ekor ayam jantan, 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari 
karet, 2 (dua) buah kurungan ayam terbuat dari bambu, 1 
(satu) buah kiso (keranjang ayam) terbuat dari bambu dan 
plastik dan 2 (dua) lembar spanduk gambar ayam jantan, 
tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam 
perkara lain:  
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
5. Amar Putusan 
Berdasarkan amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah dan memutus : 
1. Menyatakan terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa II. RAHMAN, 
terdakwa III. SATTUANG DG. NAI, terdakwa IV. RIFALDI ADAM 
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alias ALDI, terdakwa V. BUDIMAN alias BUDI telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“memberi kesempatan main judi pada khalayak” : 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa 
II. RAHMAN, terdakwa III. SATTUANG DG. NAI, terdakwa IV. 
RIFALDI ADAM alias ALDI, terdakwa V. BUDIMAN alias BUDI 
dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 
dan 23 (dua puluh tiga) hari; 
3. Menetapkan bahwa maa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa II. RAHMAN, terdakwa III. 
SATTUANG DG. NAI, terdakwa IV. RIFALDI ADAM alias ALDI, 
terdakwa V. BUDIMAN alias BUDI dikurangi seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa II. 
RAHMAN, terdakwa III. SATTUANG DG. NAI, terdakwa IV. 
RIFALDI ADAM alias ALDI, terdakwa V. BUDIMAN alias BUDI 
tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
- Uang tunai sebesar Rp. 4.315.000,- (empat juta tiga ratus 
lima belas ribu rupiah) 
- 7 (tujuh) ekor ayam jantan 
- 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari  karet 
- 2 (dua) kurungan ayam terbuat dari bambu 
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- 1 (satu) buah kiso (keranjang ayam) terbuat dari bamboo 
dan plastic 
- 2 (buah) lembar spanduk gambar ayam jantan, tetap 
terlampir dalam berkas perkara lain: 
6. Menetapkan agar terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa II. 
RAHMAN, terdakwa III. SATTUANG DG. NAI, terdakwa IV. 
RIFALDI ADAM alias ALDI, terdakwa V. BUDIMAN alias BUDI 
masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
6. Analisis Penulis 
Sifat melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu 
sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil.Sifat 
melawan hukum materiil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu 
melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan 
hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-
dasar hukum pada umumnya).Jadi walaupun Undang-Undang tidak 
menyebutkan maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari 
tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil adalah 
merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru 
merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan 
dalam rumusan tindak pidana. Sifat  melawan hukum materiil terdiri dari 
sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan sifat melawan 
hukum dalam fungsi negative. Pengertian sifat melawan hukum secara 
materiil dalam asrti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, 
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pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam 
fungsi posoitif yaitu  meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan 
perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. 
Bagi seorang jaksa dalam mempertahankan dakwaannya dan 
menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah 
sesuatu yang bisa disebut dengan hal lumrah, adapun cara yang 
diusahakan dalam mempertahankan dakwaannya yaitu dengan membuat 
surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai 
dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. 
Dalam kasus yang penulis bahas ini adalah dakwaan 
alternatif.Penerapan Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 KUHP sendiri sudah 
tepat dimaa Jaksa mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana 
perjudian dimana telah memenuhi unsur dalam pasal tersebut.Dalam 
ketentuan Pasal tersebut dimana terdakwa dalam artian barang siapa 
adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, unsur 
ikut serta main judi di jalan umum / tempat yang dapat dikunjungi umum, 
dan tanpa izin. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak ditemukan dengan adanya 
alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa 
baik alasan pemaaf maupun dengan alasan pembenar sehingga dengan 
demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya. 
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B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Tindak Pidana 
Memberikan Kesempatan Perjudian Kepada Umum berdasarkan 
Putusan No.1125/Pid.B/2016/PN.MKS. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Adapun pertimbangan Majelis Hakim, menimbang apakah 
terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum .adapun dakwaan yang disusun 
dalam bentuk alternative yaitu melanggar ketentuan Pasal 303 (Bis) ayat 
(1) ke-2 KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1) Barang siapa 
2) Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau 
dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh 
khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin 
dari penguasa yang berwenang. 
Ad.1 Unsur barang siapa: 
Bahwa pengertian ‘barang siapa” disini adalah siapa saja orang 
atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Bahwa Lk. M ALWI HB, Lk.. RAHMAN, Lk. SATTUANG DG. NAI, 
Lk. RIFALDI ADAM alias ALDI, Lk.. BUDIMAN alias BUDI yang 
dihadapkan dipersidangan ini denga berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keteragan saksi-saksi, 
keterangan para terdakwa yang telah membenarkan identitasnya masing-
masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa 
yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa 
II. RAHMAN, terdakwa III.SATTUANG DG.NAI, terdakwa IV.RIFALDI 
ADAM alias ALDI, terdakwa V. BUDIMAN alias BUDI sebagai manusia 
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. 
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Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan  menurut hukum.  
Ad.2 Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan 
umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki 
oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin 
dari penguasa yang berwenang: 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
yang diperoleh dari saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, 
maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 
jam 16:00 wita, bertempat dijalan Teuku Umar 12 lorong 7 Makassar, 
terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa II. RAHMAN, terdakwa III.SATTUANG 
DG.NAI, terdakwa IV. RIFALDI ADAM alias ALDI, terdakwa V. BUDIMAN 
alias BUDI serta Lk. YAHYA, Lk. NATO, Lk. ZUL KIFLI alias ZUL, Lk. 
BAHTIAR alias Tiar, Lk. MUH. SYUKUR DG. RANI, Lk. DAMHURI alias 
DAMAN, Lk. BAHRI B alias BAKO, Lk. JUFRI, Lk. H. MUH. TAHIR bin 
DG. NGAKASA dan Lk. DEDY SUHARTO alias DEDY, Lk. ANNAS alias 
BATU, Lk. LEWA, Lk. NAHAR, Lk. NURSALAM, Lk. TONY PRAYOGO, 
Lk. SANUSI, Lk. NUHUNG, dan Lk. SUWANDI (yang semuanya 
penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) telah ditanggap oleh 
petugas kepolisian karena ditemukan telah melakukan perjudian jenis 
sabung ayam dan uang sebagai taruhannya, dengan cara berawal pada 
saat para terdakwa berteman bersepakat untuk melakukan perjudian jenis 
sabung ayam dan uang sebagai taruhannya, selanjutnya 2 (dua) ekor 
ayam jantan yang akan diadu terlebih dahulu diukur tinggi dan besarnya 
untuk mengetahui keseimbangannya dan jika kedua ekor ayam yang akan 
diadu tersebut sudah seimbang maka permainan dilanjutkan namun 
sebelum ayam tersebut diadu maka terlebih dahulu dibicarakan berapa 
sewanya dan setelah terjadi kesepakatan uang sewa maka pemilik ayam 
mengumpukan uag sewa dari masing-masing pemain dan dicatat nama-
nama pemain yang ikut sewa tersebut, setelah uang sewa itu telah 
terkumpul maka kedua ayam jago tersebut mulai duadu di dalam arena 
atau ring (karoro) yang terbuat dari karet yang dibuat melingkar agar 
kedua ayam jago yang diadu tidak keluar dari arena atau ring tersebut, 
dimana setiap kali permainan berlangsung selama 5 (lima) ronde dengan 
durasi waktu 15 (lima belas) menit setiap ronde, dan apabila dalam 
permainan ada salah satu ayam yang lari namun belum cukup ronde 
maka dinyatakan kalah, lalu setiap ayam yang kalah pemiliknya atau yang 
mempertaruhkan ayam yang kalah tersebut harus membayar kepada yang 
pemain yang menang sesuai kesepakatan para pemain, begitu seterusnya 
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dan saat para terdakwa berteman sedang melakukan perjudian tersebut 
kemudian datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan para 
terdakwa berteman dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai 
yang totalnya Rp. 4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu 
rupiah), ), 7 (tujuh) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah kurungan ayam, 1 
(satu) buah keranjang ayam, 1 (satu) roll ring (karoro) terbuat dari karet 
dan 2 (dua) lembar spanduk gambar ayam jantan, selanjutnya para 
terdakwa berteman bersama barang buktinya dibawa ke kantor 
Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka jelas bahwa para 
terdakwa berteman melakukan permainan judi tersebut di dalam sebuah 
lorong teatnya dibawah kolong rumah Lk. YAHYA alias YAYA dimana 
tempat tersebut adalah tempat umum yang setiap saat dapat dimasuki 
oleh khalayak umum sehingga pada saat para terdakwa berteman 
melakukan perjudian dapat dilihat oleh orang yang kebetulan lewat atau 
berkunjung di tempat tersebut, dan para terdakwa berteman mengakui 
pula bahwa tidak meiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan 
permainan judi tersebut, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya 
barang buktti yang diajukan di depan persidangan. 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; 
- Perbuatan para terdakwa tercela bertentangan dengan hukum. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan 
berjanji tidak akan mengulanginya lagi; 
- Para terdakwa belum pernah dihukum. 
2. Analisis Penulis 
Penulis mengemukakan bahwa kasus Tindak Pidana Perjudian 
Sabung Ayam di Kota Makassar ini sesungguhnya pemerintah setempat 
harus lebih serius dalam menangani kejahatan ini sebelum jenis kejahatan 
ini meningkat dari tahun ke tahun.Kerena di Kota Makassar sendiri, 
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kejahatan perjudian Sabung Ayam ini telah beberapa kali ditemukan di 
Kota Makassar. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan 
penutut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar 
putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang 
terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, 
dimana keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang saling bersesuaian 
satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum. 
Putusan Nomor : 1125/Pid.B/2016/PN.MKS, menyatakan bahwa 
terdakwa I. M ALWI HB, terdakwa II. RAHMAN, terdakwa III.SATTUANG 
DG.NAI, terdakwa IV.RIFALDI ADAM alias ALDI, terdakwa V. BUDIMAN 
alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana perjudian.Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 
selama 2 (dua) bulan 23 (dua puluh tiga) hari. 
Putusan hakim ini juga penulis kira sudah cukup tepat yakniPasal 
303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 303 (Bis) 
ayat (1) ke-2 KUHP yang dimana unsur-unsur dari pasal tersebut telah 
terpenuhi. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu tuntutan yang 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di dakwaan dalam 
surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-
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67/MKS/Ep.2/06/2016 yaitu terdakwa telah memenuhi Pasal 303 (Bis) 
ayat (1) Ke-2 KUHP.   
Jika melihat keputusan hakim yang menjatuhkan Pidana penjara 
selama 2 (dua) bula 23 (dua puluh tiga) hari kepada para terdakwa, 
penulis kira Keputusan Hakim ini sudah cukup tepat dibanding tuntutan 
Jaksa Penuntut umum yang menuntut para terdakwa didakwa untuk 
dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, mengingat hal-hal yang 
meringankan Hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena 
Terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya , dan karena 
terdakwa belum pernah dihukum, Hal inilah yang menjadi pertimbangan 
Hakim dalam menjatuhkan Putusan sewaktu diwawancarai oleh penulis. 
Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan 
harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya 
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan 
psikologis dan sosiologinya, yang mengarah pada latar belakang 
terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu 
dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum 
sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan 
dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 
Pertimbangan Hakim adalah hal yang sangat penting dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku kejahatan, seoranag Hakim 
dituntut untuk arif bijaksana dan pertimbangan yang berasal dari hati 
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nuraninya lalu memutus dengan seadil-adilnya, adil untuk penegak 
hukum, adil untuk korban, adil untuk para terdakwa, dan adil untuk 
masyarakat. 
sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim melakukan 
pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun 
pertimbangan dari aspek psikologi dan sosiologis. Pertimbangan-
pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan 
konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-
unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah 
memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. 
Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat 
bukti, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. pada 
dasarnya yang di maksud dengan fakta-fakta yaitu bagaimanakah tindak 
pidana itu dilakukan, penyebab serta latar belakang mengapa pelaku 
melakukan perbuatan tersebut. Apakah karena keterbatasan 
ekonomi,hanya ingin bersenang-senang, atau memang untuk memperoleh 
sebuah keuntungan (uang). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis simpulkan 
dari penulisan skripsi ini sebagai berikut : 
1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian 
dalam perkara nomor : 1125/Pid.B/2016/PN.MKS didasarkan 
dengan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, maupun alat-alat dan barang bukti. Selain 
itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan 
tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan 
alternatif, dakwaan alternatif yaitu Pasal303 ayat (1) ke-1 KUHP, 
Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-2 
KUHP  yang sudah sesuai dengan perbuatan pelaku yang 
memenuhi unsur tindak pidana perjudian itu sendiri, yaitu unsur 
barang siapa, dan unsur ikut serta permainan judi yang 
diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat 
yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk 
mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang. 
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor : 
1125/Pid.B/2016/PN.MKS dalam pertimbangan hukum oleh 
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Hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa 
ini, terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan Pasal 303 
(Bis) ayat (1) ke-2 KUHP. Seharusnya mendapat hukuman yang 
sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai 
pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap 
pelaku terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri agar kelak 
pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang 
melanggar hukum. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubung dengan 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Harapan penulis dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan perjudian selain dilakukan tindakan oleh 
kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara dan juga 
melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi mengatasi 
maraknya perjudian sabung ayam yang terjadi dengan 
melaporkan kepada pihak yang berwajib jikalau mengetahui 
adanya perjudian. 
2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan 
khususnya tindak pidana perjudian agar mendapatkan efek jera 
bagi pelaku tindak pidana ini. 
81 
 
3. Penulis juga berharap kepada masyarakat agar lebih sadar 
dalam setiap tindakan yang dilakukan dan menjauhi kebiasaan-
kebiasaan buruk seperti kebiasaan bermain judi.  
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